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Dewasa ini, perkembangan aktivitas bisnis merupakan fenomena yang sangat 
kompleks karena mencakup berbagai bidang baik hukum, ekonomi, dan politik. 
Dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali dapat dilihat bahwa aktivitas manusia 
dalam dunia bisnis tidak lepas dari peran Bank selaku pemberi layanan perbankan 
bagi masyarakat. Salah satu jenis pelayanan jasa Bank adalah kartu kredit. Di dalam 
pelayanan jasa Bank dibidang kartu kredit ini, terdapat tiga pihak yang terlibat di 
dalamnya, yakni penerbit kartu (Bank), pemegang kartu dan Merchant. Pihak 
penerbit kartu kredit pada umumnya telah membuat terlebih dahulu perjanjian secara 
sepihak anatara penerbit kartu dengan pemegang kartu, yaitu perjanjian keanggotaan 
kartu kredit yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau klausula baku. Pengertian 
klausula baku menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen adalah setiap peraturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah 
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang 
dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib 
dipenuhi oleh konsumen. Dalam perjanjian baku tersebut, biasanya pihak penerbit 
kartu kredit mempunyai posisi yang dominan, dimana klausul-klausul yang ada pada 
umumnya berisikan hal-hal yang memberatkan pihak pemegang kartu kredit, yang 
dalam hal ini disebut juga sebagai konsumen.Di dalam perjanjian kartu kredit Bank 
Mandiri, Citibank Dan Standard Chartered Bank sebagai suatu bentuk perjanjian 
baku, mempunyai suatu ketidakseimbangan yang terlihat dari adanya klausul-klausul 
eksonerasi (memberatkan) yang tidak adil bagi pemegang  kartu kredit, dimana hal 
tersebut bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
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Nowadays, the growth of business activities is a highly complex phenomenon due to 

it’s scope on various fields such as law, economy, and politic. In daily lives, we often 

encountered that public activities in business is attached to the role of the Bank as the 

provider of banking services for the public. One of the banking service provided is 

credit card. In this type of service, there are three parties participated within, those are 

the publisher of the card (bank), the holder of the card (the customer) and the 

Merchant. The publisher of credit card generally produced a prior one-sided 

arrangement between the publisher and the holder of the card, namely the agreement 

for credit card membership which is produced in a form of standard clause. The 

definition of standard clause in accordance to the Law No. 8 of 1999 concerning 

Customer’s protection is every regulation or arrangement and stipulations prepared 

and defined one-sidedly by any business which is written on a document and/ or a 

binding agreement and compulsory to the customer. In the said agreement, the 

publisher of the credit card is usually granted with dominant position, whereas the 

existing clauses generally contain matters which bear responsibilities to the holder of 

credit card, which in this case is also the customer. In the agreement for credit cards 

issued by Mandiri Bank, Citibank and Standard Chartered Bank which formed a 

standard agreement, the author found inequalities as shown from the unfair 

exoneration clauses for the holder of credit card, and that these clauses contrast to the 

Civil Law and the Law No. 8 of 1999 concerning Customer’s Protection. 
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